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Abstract

The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection issued a Rural Women's Leadership Policy
through the 2020-2024 National Priority Program as an effort to improve the quality of rural women's
leadership potential through women's leadership training. In this study, located were selected in NTB
Province, namely in two regions, namely Regency are Lombok Timur dan Lombok Utara. However, based
on the results of the evaluation of policy performance levels, problems were still found regarding the
effectiveness of coordination, collaboration and communication between parties, especially in regional
governments. Apart from that, the budget and human resources are still inefficient. Another thing that was
also found was the problem of comparing the two regions regarding the ineffectiveness and responsiveness
of training results in Lombok Utara, the same results at the post-training mentoring stage, namely that
Lombok Utara participants were considered less effective, and were also considered less effective at the
monitoring and evaluation stage of the policies implemented. This research was conducted using William
Dunn's Policy Evaluation Theory. The research results concluded that the most appropriate evaluation of
rural women's leadership policies to be implemented in the Ministry of Women's Empowerment and Child
Protection is the Alternative Collaborative Management Team Policy. This Policy Alternative emphasizes
the concept of collaboration between parties who can work together effectively in formal and regular
contexts. It is hoped that the research results can provide input to the Ministry of Women's Empowerment
and Child Protection starting from preparation, planning, implementation, mentoring and monitoring,
evaluation to make it more effective, efficient and responsive so that it can achieve its goals. the objectives
of the policy itself.
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Abstrak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kepemimpinan
Perempuan Perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas kepemimpinan perempuan potensial perdesaan melalui pelatihan kepemimpinan perempuan, pada
penelitian ini dipilih lokus di Provinsi NTB yaitu di dua wilayah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten
Lombok Utara. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat kinerja kebijakan tersebut,
masih ditemukan permasalahan terkait efektivitas koordinasi, kolaborasi,komunikasi antar pihak terutama
pada pemerintah daerah. Selain itu, masih kurang efisiennya sumberdaya anggaran dan sumberdaya
manusia. Hal lain ditemukan juga masalah perbandingan dua wilayah terkait tidak efektif dan resposivenya
hasil dari pelatihan di Lombok Utara, hasil yang sama dalam tahap pendampingan paska pelatihan bahwa
peserta Lombok Utara dinilai kurang efektif, serta ditemukan juga kurang efektivitasnya pada tahap
monitoring dan evaluasi kebijakan tersebut dilaksanakan. Penelitian dilakukan menggunakan Teori
Evaluasi Kebijakan William Dunn. Hasil Penelitian menyimpulkan evaluasi kebijakan kepemimpinan
perempuan perdesaan yang paling tepat diterapkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah Alternatif Kebijakan Tim Manajemen Kolaborasi. Alternatif Kebijakan ini
menekankan pada konsep kolaborasi antar pihak yang dapat bekerjasama secara efektif dalam konteks
formal dan bersifar regular. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada Kementerian
PP dan PA mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan monitoring evaluasi agar
lebih efektif, efisien, dan responsive sehingga mampu mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Kata Kunci: kebijakan kepemimpinan; evaluasi kebijakan; kepemimpinan perempuan; gender; perempuan
desa
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PENDAHULUAN

Prinsip SDG’s yaitu leaving no one behind membawa konsekuensi dipastikannya semua
kelompok masyarakat terlibat merasakan manfaat Pembangunan. Salah satu goals SDG’s
memyebutkan pentingnya Negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan
menjadi salah satu target yang akan dicapai (goal ke-5). Dengan memastikan kelompok
perempuan dan kelompok rentan lainnya diperhitungkan dalam setiap proses
pembangunan akan berkontribusi secara signifikan pada tercapainya tujuan.

Salah satu indikator capaian pembangunan bidang kesetaraan gender di Indonesia adalah
Indeks Pembanguna Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Menurut
data dari BPS capaian kemajuan Indonesia menunjukkan perkembangan yang kurang
signifikan. Data tersebut menunjukkan realita bahwa perempuan masih tertinggal di
belakang laki-laki di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, hingga Keterwakilan
Politik. Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan menegaskan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan
equal right hingga ke level desa. Begitu juga strategi untuk mengatasi ada kesenjangan
dan diskriminasi adalah Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana
diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan IPG dan IDG
khususnya mendorong partispasi perempuan adalah dengan mengimplementasikan
Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan
dalam politik dapat diartikan secara luas yaitu partispasi politik dalam bentuk electoral
dan non electoral. Data dari BPS menunukkan partsipasi perempuan dalam legislative
pemilu tahun 2019, masih mencapai 20,8%. Partisipasi politik non-elektoral adalah
keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam proses pembangunan, misalnya dalam
Musyawarah Desa dan Musrenbang, bahkan pengambilan keputusan dalam keluarga.

Walau perempuan Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, namun budaya
patriarki, norma adat, dan agama masih mengakar kuat diberbagai lini kehidupan. Jane
(2022) menyampaikan faktor adat, budaya, dan agama memainkan peranan penting dalam
urusan kepemimpinan perempuan di berbagai masyarakat dan negara. Faktor tersebut
sering menerapkan norma gender yang kaku bahwa perempuan harus berperan dalam
ranah domestic. Berdasarkan data dari Dinas DP3AKB di Kabupaten Lombok Timur
Jumlah Kepala Desa Perempuan masih berjumlah satu orang sedangkan Kepala Desa
perempuan di kabupaten Lombok Timur masih belum ada. Hal tersebut juga sangat
dipengaruhi oleh norma adat, agama, dan budaya patriarki setempat.

Kepemimpinan perempuan perdesaan padahal memiliki potensi besar untuk membawa
perubahan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa baik dalam
bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Pengambilan Keputusan. Karena pada
kenyataannya disampaikan Puspayoga dalam Buku Daya Perempuan Akar Rumput
(2020) di Indomnesia masih menghadapi masalah tingginya Kematian Ibu Melahirkan,
Pernikahan Usia Anak, Kejerasan Terhadap Perempuan, Kemiskinan Perempuan, Pekerja
Informal tanpa Perlindungan Hukum, dan Rendahnya Partsipasi Politik dan
Kepemimpinan Perempuan. Oleh karenanya, perempuan harus terlibat berpartisipasi
melalui kepemimpinan untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungan di desanya. Misiyah
dalam Buku Daya Perempuan Akar Rumput (2020) Kepemimpinan para perempuan akar
rumput perdesaan dicerminkan melalui kemampuan dan komitmen mendorong
perubahan sosial, budaya, politik agar lebih setara dan berkeadilan gender.
Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam pelaksanaan organisasi dengan cara
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menerapkan strategi inovatif secara berkelanjutan, yang mampu menghasilkan cara-cara
baru dalam mencapai tujuan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Karunia,
2020).

Rosaline (2021) menyampaikan dalam Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan bahwa kondisi perdesaan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar
dibandingkan perkotaan. Kesenjangan termasuk dalam bidang politik konteks kesetaraan
gender. Perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan jumlahnya masih
rendah,. Hal ini juga dapat dilihat dari BPS data IDG Provinsi Nusa Tenggara Barat
menunjukkan belum maksimal peran perempuan sebagai tenaga professional,
kepemimpinan, serta sumbangan pendapatn perempuan. Begitu juga IDG di Kabupaten
Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara masih berada dibawah rata-rata nasional.
Kemudian data dari Dinas DP3AKB Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok
Utara masih terdapat tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak serta tingginya
kasus pernikahan usia anak (Susenas BPS, 2021).

Dalam uraian latar belakang diatas pemerintah Indonesia khususnya Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Lembaga
Pemerhati Perempuan (KAPAL Perempuan) serius untuk mengupayakan kesenjangan
yang ada di Provinsi NTB dengan mengeluarkan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan yang merupakan Program Prioritas Nasional 2020-2024 dengan menguatkan
kapasitas bagi perempuan perdesaan di NTB terpilih dua Kabupaten yaitu Kabupaten
Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Oleh karenanya dengan adanya
kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan apa yang dipraktekkan di lingkup desa
perlu mendapat perhatian. Kualitas kepemimpinan juga sangat penting dalam
implementasi kebijakan tersebut, karena yang membawa perubahan bagi organisasi untuk
menginspirasi, berinovasi, dan mengambil keputusan strategis yang mendorong
transformasi serta peningkatan berkelanjutan dalam mencapai tujuan organisasi
(Suryanto, 2018).

Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program Prioritas
Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan
potensial perdesaan di Provinsi NTB Tahun 2020 sudah baik, namun jika melihat tujuan
dan hasil dari rapat evaluasi awal tahun 2021 antara Kementerian PP dan PA dan
Lembaga Pemerhati Perempuan belum optimal seperi faktor anggaran, waktu,
pengetahuan dan pengalaman peserta yan timpang, komitmen pemerintah daerah.
Apabila beberapa permasalahan tersebut belum mendapat evaluasi, upaya, atau
rekomendasi akan berdampak pada capaian kinerja yang kurang maksimal.
Kepemimpinan perempuan di desa dengan pembagian fungsi di antara pemerintah pusat
dan daerah, otoritas tingkat yang lebih rendah dengan demikian lebih mandiri untuk
membuat keputusan di bidang kebijakan tertentu, termasuk aspek anggaran, dan tidak
perlu meminta persetujuan dari pemerintah pusat setiap saat (Silitonga et al., 2016).
Maka, pemerintah dapat membangun sistem informasi organisasi bertujuan untuk
menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi para pengguna, sehingga
mendukung kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih
efektif dan efisien (Karunia et al., 2023).

Kajian evaluatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Kkritis seputar
efektivitas kebijakan kepemimpinan perempuan di perdesaan dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan
lingkungan, evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang
dampak nyata yang telah dicapai, hambatan yang dihadapi, dan peluang yang terbuka.
Dengan memahami dinamika ini, kita dapat merinci peran vital kepemimpinan
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perempuan sebagai kunci menuju desa yang berkelanjutan, inklusif, dan adil (Asropi,
(2020). Karena untuk saat ini, Arah pembangunan Kini bergeser dari fokus perkotaan ke
pedesaan, menandai peralihan prioritas dari pembangunan perkotaan menuju peningkatan
infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan di wilayah pedesaan (Suryanto & Nugroho,
2020).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka diajukan pertanyaan
yaitu sejauhmana tingkat kinerja Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di
Kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Lombok Utara terhadap prempuan potensial
perdesaan yang masih rendah akses dan kapasitasnya dalam berpartsipasi di
penyelenggaraan pemerintah desa, serta bagaimana bentuk rekomendasi atas kebijakan
tentang Kepemimpinan Perempuan Perdesaan ditahun-tahun selanjutnya

KAJIAN LITERATUR

Penelitian terdahulu berfokus pada Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam rangka
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan di desa, antara lain :

1. Jane (2022) penelitian ini terkait hambatan-hambatan yang berkaitan dengan faktor
sosial budaya yang kerap terjadi di negara berkembang pada level pemerintahan di
Kabupaten seperti di Negara Kenya;

2. Duflo (2021) yang meneliti di Negara India bahwa kondisi keterwakilan perempuan
berpengaruh pada akses kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di
level desa;

3. Melisa (2002) menjelaskan studinya bahwa kultur juga bermain di level organisasi,
bahwa kiprah perempuan di organisasi keagamaan di negara dengan dominasi
penduduk muslim ternyata memiliki kesamaan dalam temuan yaitu budaya patriarki;

4. Maria (2008) yang melihat bahwa di Negara Indonesia, Kepemimpinan Oraganisasi
NU perempuan menemukan bahwa budaya patriarki merupakan penyebab perempuan
terhambat dalam partsipasi politik;

5. Wells (2020) yang meneliti di Jambi Indonesia partsipasi perempuan di organisasi
pemerintahan, memiliki hambatan yaitu perempuan tidak diberi ruang public serta
norma gender tradisional menyebutkan perempuan hanya sebagai pengikut dan bukan
sebagai pemimpin;

6. Duflo (2012) dalam kajiannya di Negara India bahwa perempuan memiliki hambatan
pada yaitu rendahnya tingkat pendidikan dibandingkan laki-laki;

7. Alfiyah (2021) meneliti terkait kapasitas pemimpin perempuan di Desa Lembang
Jawa Timur menunjukkan bahwa peran atau fungsi laten kepemimpinan perempuan
dalam pengambilan keputusan diperlukan kemampuan, ketrampilan, dan keberanian;

8. Sugiyanto (2021) menjelaskan bahwa pro dan kontra kepemimpinan perempuan dari
berbagai perspektif antaralain dari studi Pustaka, Al-Quran, Jurnal, dan kajian ilmiah.
Temuan awal penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya pro dan kontra
berdasarkan sudut pandang dan konsep pemahaman yang berbeda.

9. (Suryanto, Prasetyo, et al., 2023) Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, telah di jelaskan pada pasal 69 terkait kompetensi yang wajib
dimiliki oleh PNS yaitu kompetensi teknis, manajerial dan sosial budaya. Kompetensi
manajerial yang dilihat dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau
manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, tidak memandang baik itu PNS pria
atau wanita siapapun harus menguasainya.

10. (Nugroho & Rahayu, 2020) dalam penelitiannya menyatakan inovasi merupakan
syarat utama bagi sebuah organisasi untuk berkembang. Mewujudkan transformasi
organisasi melalui perubahan nilai dan budaya organisasi dari kerja konvensional ke
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11.

12.

digital. Seorang pemimpin yang membawa pendekatan yang kreatif dan membangun
kerja sama yang kuat di dalam tim.

(Suryanto, Nurdin, et al., 2023) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
telah membuka peluang baru dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan
data secara efisien. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan
dalam mengukur dampak kebijakan kepemimpinan perempuan di perdesaan. Melalui
pendekatan digital, kita dapat menyelidiki secara lebih mendalam, merinci, dan
mengukur indikator-indikator kritis yang mewakili progres pembangunan desa
dengan fokus pada peran perempuan.

(Silitonga et al., 2019) Pemimpin, sebagai figur yang memiliki otoritas formal,
memiliki peran sentral dalam menetapkan harapan. Tugas mereka mencakup
memudahkan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menjadi contoh yang
diikuti, dan membimbing perilaku serta pengambilan keputusan oleh anggota
organisasi lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas belum ditemukan penelitian yang
membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di
Provisni NTB yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini akan membahas secara
spesifik bagaimana melnilai tingkat kinerja Kebijakan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan di Provisni NTB yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat memberikan dampak dan manfaat bagi
perbaikan kebijakan pembangunan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan ((Patton et al., 2015) yang terdiri
dari enam kriteria evaluasi, yaitu :

1.

Efektifitas (effectiveness). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil
(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur
dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

Efisiensi (efficiency). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari
rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang
terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Kecukupan (adequacy). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas
memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan
dan hasil yang diharapkan.

Perataan (equity). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda
dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang
akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya
biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk
mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan
kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat
berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran
dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris
masyarakat.

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan
dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat
tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan
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semua Kriteria lainnya — efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan — masih gagal
jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya
diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (appropriateness). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan
rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak
berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara
bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan
kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
pendekatan perbandingan studi kasus. Yusuf (2017) menyampaikan bahwa secara umum
mendeskripsikan, dan mejelaskan, dengan cara kritis, ataupun mendeskripsikan sebuah
peristiwa, sebuah kejadian interaksi sosial pada masyarakat dalam mendapati arti atau
pada konteks nyata. Arikunto (2010) memberikan, mendeskripsikan, dan menjelaskan
secara kritis sebuah kejadian sosial melalui perbandingan masyarakat di Kabupaten
Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi NTB. Pendekatan komparatif
menggambarkan permasalahan peristiwa melalui responden ataupun sumber data lainnya
yang terkait Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang berada di
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB. Penelitian ini
lebih pada membandingkan objek serupa dari kedua Kabupaten tersebut dan
mengidentifikasi kemiripan sehingga secara hipotesis menghasilkan akibat yang berbeda.

Most Similar System Design (MSSD)/ Metode Perbedaan (Anckar, 2018) metode ini
terdiri dari pembandingan kasus yang sangat mirip yang hanya berbeda variable
dependen, dengan asumsi bahwa cara ini lebih mudah untuk mengidentifikasi-variable
independent yang menjelaskan ada/ tidaknya variable dependen. Strategi ini sangat
membantu karena membandingkan objek-objek yang serupa dan mencoba
mengidentifikasi mengapa hasil yang yang didapatkan antar subjek dapat berbeda.

Teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi.
Wawancara menggunakan teknik purposive sampling. Beberapa tahap dalam melakukan
analisa data diantaranya dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi, dan telaahan atas laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut. Dari
data yang telah terkumpul kemudian dilakukan seleksi dan dilakukan pengelompokan
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap 22 (dua puluh dua) orang key
informan dengan pendekatan purposive sampling dengan rincian pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Key Informan

No. Key Informan Jumlah
Pejabat dan Staff Kementerian PP dan PA

Tim Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan
Dinas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
Fasilitator Pelatihan

Tim Administrasidari Lembaga Masyarakat

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat
Peserta Pelatihan

Total

NogMwNE

Rlov|w|n|no|w|w|w




91

‘ H Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik Vol.5 No.1 Maret 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten
Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat
Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara
Barat sangat penting memastikan bahwa upaya pemberdayaan perempuan khususnya di
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara apakah sudah efisien, efektif
atau berkelanjutan. Evaluasi Kebijakan ini seharusnya dapat menunjukkan kehadiran
perempuan dalam kepemimpinan desa memiliki dampak yang positif terhadap
pembangunan di desa. Oleh karenanya agar mampu menghadirkan perempuan
perempuan pemimpin di perdesaan. Suryanto (2023) menjelaskan pengembangan
kompetensi yang dilakukan secara inklusif dan berkeadilan merupakan hak bagi para
PNS. Pengembangan kompetensi ini diharapkan akan meningkankan semangat dan
motivasi dalam konteks ini bagi PNS perempuan, untuk kemajuan karirnya hingga di
anggap kompeten untuk menduduki jabatan pimpinan di instansinya. Kementerian PP dan
PA memiliki Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program Prioritas
Nasional 2020-2024 yaitu melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas bagi perempuan
potensial desa di dua Kabupaten yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 di Kabupaten
Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Upaya-upaya yang telah yang telah
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan di desa adalah:
1. Persiapan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten
Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara
a. Efektivitas
Persiapan dalam melaksanakan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan di
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara melalui program pelatihan,
tentunya Kementerian PP dan PA telah menjalin Kerjasama dengan Lembaga
Pemerhati Perempuan (KAPAL Perempuan). Kerjasama ini sangat penting karena
mengangkat isu-isu besar perempuan dan anak, yang tentu tidak bisa diatasi sendiri
oleh satu pihak instansi pemerintah saja. Namun data di lapangan menunjukkan dalam
tahap persiapan, seringkali dari pihak pemerintah daerah kurang maksimal dalam
menindaklanjuti program tersebut. Keterlibatan yang tidak efektif mengakibatkan
peran dan tanggunggung jawab secara entitas tidak dapat berjalan secara optimal. Baik
berupa perbedaan pemahaman dan pandangan, pergantian pimpinan, atau keterbatasan
SDM. Dapat disimpulkan dalam mengimplementasikan kebijakan dibutuhkan
engagement persiapan antar pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
lembaga masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, koordinasi, komunikasi, kolaborasi
di tahap persiapan belum efektif. Seperti yang dikemukakan Dunn (1999) bahwa
berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan,
atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat
berhubungan dengan rasionalitas teknis.
b. Efisensi
Kemudian lain hal, terkait Anggaran biaya dinilai kurang fleksible karena aturan
anggaran yang kaku dan tidak efisien, tidak memungkinkan melakukan perubahan
yang cepat/ tidak bisa adaptif dalam menghadapi perubahan karena perlu revisi
administrasi dan surat addendum yang cukup panjang dan rumit. Serta keterbatasan
anggaran, tidak dapat memenuhi kebutuhan peserta pelatihan yang harusnya menginap
(tidak pulang pergi) sehingga dianggap kurang efisien daan mempengaruhi
keterlibatan kepesertaan, serta keterbatasan anggaran unruk memenuhi kebutuhan
mendesak seperti pembiyaan tim desain untuk penambahan subtansi lima arahan
presiden ke dalam modul juga tidak terpenuhi. Selain itu dalam hal persiapan
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pencarian calon peserta masalah jarak dan waktu, latar belakang, dukungan dari
keluarga dan lingkungan dianggap tidak efisien sehingga mempengaruhi jumlah
kualitas dan kuantitas calon peserta pelatihan. Dengan demikian, dapat disimpulkan
indikator Efisien oleh Dunn (1999) sangat mempengaruhi jumlah usaha yang
diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu seperti persiapa sumber
daya anggaran dan sumberdaya manusianya.

. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten

Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara

a. Lombok Timur

Hasil observasi dan laporan kegiatan dari Lembaga Masyarakat terkait pelaksanaan
pelatihan kepemimpinan perempuan di Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan
pada tanggal 9-11 November 2020 dan 12-14 November 2020 selama tiga hari di Aula
LPSDM diselenggarakan dua kelas sesuai protokol kesehatan masing-masing jumlah
peserta sebanyak limabelas orang dari 15 Desa terpilih yaitu Ketapang Raya, Pijot,
Batu Nampar, Batu Nampar Selatan, Pandan Wangi, Montong Betok, Lenek
Kalibambang, Lenek Duren, Kembang Kerang, Bagik Payung Timur, Labuhan
Lombok, Mumbul Sari, Belanting, Bintang rinjani, dan Dadap dengan jumlah total
peserta tigapuluh orang.

a.1.Responsivitas

Hasil pelatihan ini terbantu dengan latar belakang peserta yang sebagian besar adalah
Anggota Sekolah Perempuan, Tim 11 yaitu Tim Perumus RPJMDes.Peserta juga
sudah mendapat intervensi dan pendekatan dengan melalui proses yang cukup panjang
dan matang dari Sekolah Perempuan meskipun ada isu keterbatasan jarak dan waktu,
dukungan keluarga dan lingkungan, norma agama, adat, serta budaya patriarki yang
cukup kuat. Namun hal ini dapat diatasi oleh peserta Lombok Timur, karena disamping
memiliki latar belakang anggota Sekolah Perempuan juga dari pihak Sekolah
Perempuan/ LPSDM juga pernah memberikan edukasi isu kesetaraan gender kepada
pasangan/partner, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat setempat. Dengan
demikian, dari hasil wawancara dengan beberapa Informan hasil pelatihan di Lombok
Timur memiliki tingkat Responsivitas yang tinggi, seperti yang dinyatakan Dunn
(1999) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yaitu dalam hal ini
peserta potensial perempuan perdesaan memperoleh manffat dari hasil pelatihan.
Peserta merasakan kepuasan terhadap fasilitator, materi, dan metode yang sangat baik
dan banyak membantu dan manfaat kepada mereka pada saat menjalankan tugasnya
di desanya.

b. Lombok Utara

b.1. Efektivitas

Pelatihan yang diselenggatakan di Lombok Utara melibatkan tigapuluh peserta dari
limabelas desa yaitu Sambik Elen, Bayan, Anyar, Sukadana, Salut, Gumantar, Sesait,
Senaru, Santong, Kayangan, Loloan, Mumbul Sari, Karang Bajo, Santong.
Pelaksanaan pelatihan pada tanggal 2-4 November 2020 dan 5-7 November 2020
dibahi menjadi dua kelas masing-masing lima belas orang peserta dan sesuai protokol
Kesehatan. Materi yang diberikan sama dengan peserta Lombok Timur adalah
pemetaan masalah-masalah perempuan, pendalaman konsep dan dampak dari seks dan
gender, bentuk ketidakadilan gender, faktor penyebab pelestari ketidakadilan gender,
kepemimpinan perempuan, strategi kepemimpinan perempuan melalui advokasi dan
pengornanisasian, serta menyusun program dan anggaran desa tang responsive gender.
Berdasarkan data wawancara dilapangan hasil yang dicapai ternyata kurang efektif
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B.

karena seperti yang disampaikan Dunn (1999) tidak mencapai hasil (akibat) yang
diharapkan, atau tidak mencapai tujuan. Meskipun mencapai hal yang positif namun
peserta Lombok Utara hanya sebagian yang memahami dan meningkat
kemampuannya menerima hasil pelatihan. Beberapa kendala yang mengakibatkan
hasil yang tidak efektif adalah latar belakang peserta yang Sebagian kecil anggota
Sekolah Perempuan, kurangnya dukungan suami dan lingkungan, jarak rumah yang
jauh dan waktu pelatihan yang terbatas.

3. Pendampingan Setelah Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara

Pendampingan setelah kegiatan pelatihan adalah tahapan penting untuk memastikan
bahwa peserta dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuannya yang mereka
peroleh selama mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil laporan kegiatan dari Lembaga
Masyarakat KAPAL Perempuan Langkah-langkah yang diambil adalah Sesi Evaluasi
dan Membuat Rencana Aksi. Namun dari hasil pendampingan nampak hasil yang
tidak efektif pada peserta Lombok Utara karena jumlah peserta yang didampingi hanya
setengah dari total peserta pelatihan sedangkan peserta Lombok Timur jauh lebih
banyak yaitu 25 peserta. Banyak kendala yang dirasakan oleh peserta Lombok Utara
yaitu latar belakang peserta yang Sebagian kecil anggota Sekolah Perempuan,
kurangnya dukungan suami dan lingkungan, jarak rumah yang jauh dan waktu
pelatihan yang terbatas, serta tebentur dengan norma adat, agama, dan budaya
patriarki.

4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan di
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara

Monitoring dan Evaluasi juga merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa
program tersebut berjalan baik dan mencapai tujuan namun dapat disimpulkan
berdasarkan observasi dan hasil wawancara di lapangan kebijakan dari Kementerian
PP dan PA dalam menjalankan program ini dinilai belum efektif karena belum
memiliki mekanisme yang memadai dan berkala baik jangka panjang maupun jangka
pendek, tidak ada pihak Lembaga Masyarakat atau Pemerintah daerah untuk ikut
terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi, serta tidak ada kejelasan tujuan dari
bentuk monitoring dan evaluasi.

Perbandingan Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Perbandingan Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan adalah sebuat topik
penelitian yang cukup relevan dan penting. Kebijakan ini mempunyain dampak yang
cukup signifikan terhadap pembangunan di desa baik secara ekonomi, sosial, budaya,
politik untuk kesejateraan masyarakat desa secara keseluruhan. Provinsi NTB
khususnya di Lombok Timur dan Lombok Utara memiliki geografis dan masalah
sosial yang unik, termasuk isu yang beragam yang dihadapi perempuan pada wilayah
perdesaan. Oleh karenanya membandingkan Evaluasi Kebijakan di dua Kabupaten
ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peran dan Kketerlibatan
perempuan dalam proses pembangunan di desanya serta membuka pengetahuan
persamaam dan perbedaan dalam pendekatan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan.

Oleh karenanya, dengan membuat perbandingan untuk menilai tingkat kinerja
Kebijakan dari Kementerian PP dan PA. Peneliti menggunakan tiga kriteria untuk
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mengukur Kinerja kebijakan yaitu Efektivitas, Efesiensi, dan Responsivitas. Peneliti
perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi diantara
kedua Kabupaten tersebut dimulai dengan faktor Indeks Pembangunan Gender (IPG)
dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang kedua Kabupaten tersebut sama-sama
rendah sehingga dengan melihat data kesenjangan/gap yang tinggi antara perempuan
dan laki-laki hal ini menunjukkan banyak isu-isu ketidaksetaraan gender. Disamping
memiliki persamaan wilayah administrative di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan
sama-sama berada di Kepulauan Lombok, memiliki garis pantai panjang, daerah
pegunungan, iklim tropis, dan potensi wilayah yang sama. Ternyata juga memiliki
kesamaan pada permasalahan kemiskinan, budaya patriarki, serta norma adat dan
agama yang kuat. Namun setelah terjun ke lapangan, peneliti menemukan ada
perbedaan karakteristik penduduk yang bisa digali. Penduduk Lombok Timur dengan
jumlah 99% penduduknya beragama Islam maka kecenderungan itu memperkuat
homogenitas mayoritas penduduk beragama yang sama. Berbeda dengan penduduk
Lombok Utara yang lebih pluralis, keanekaragaman agama ada di wilayah tersebut.
Berangkat dari permasalahan diatas, maka Kementerian PP dan PA serius untuk
mengeluatkan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program
Priritas Nasiola di Provinsi NTB dipilih dua Kabupaten yaitu Lombok Timur dan
Lombok Utara. Dua wilayah tersebut sama-sama mendapatkan program pelatihan
peningkatan kapasitas kepemimpina perempuan. Meskipun memiliki persamaan
kendala efektivitas dan efisiensi dalam tahap persiapan pelatihan dari segi efektivitas
keterlibatan antar pihak juga masalah efisiensi aturan anggaran yang kaku,
keterbatasan anggaran, serta kendala di wilayah Lombok Utara terkait proses
pencarian calon peserta perempuan potensial.

Hasil data di lapangan menunjukkan perbedaan hasil yang berbeda, peserta Lombok
Timur lebih memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dibanding peserta Lombok Utara
yang hasilnya tidak efektif karena kendala latar belakang yang berbeda dengan
peserta Lombok Timur, yaitu Lombok Utara hanya Sebagian kecil merupakan
Anggota Sekolah Perempuan dimana sebelumnya kurang medapat intervensi atau
pendekatan yang matang disbanding dengan peserta Lombok Timur. Selain itu
kendala dukungan dari pasangan dan lingkungan yang berbeda pemahaman serta
pandangan terkait norma adat, agama, dan budaya patriarki, juga masalah jarak
rumah yang juga dan waktu pelatihan yang sangat terbatas. Untuk tahap
pendampingan juga mengalami hasil yang berbeda bahwa tingkat efektivitas lebih
tinggi pada peseta Lombok Timur disbanding dengan Lombok Utara, hal tersebut
terkendala dengan masalah yang sama. Pada tahap monitoring dan evaluasi memiliki
persamaan bahwa kebijakan kepemimpina perempuan perdesaan yang dimiliki oleh
Kementeria PP dan PA dinilai tidak efektif karena belum ada mekanisme monitoring
dan evaluasi yang sudah dibangun, tidak keterlibatan antar pihak untuk proses
monitoring dan evaluasi, serta tujuan yang tidak jelas dari tahap monitoring dan
evaluasi.

Rekomendasi Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Dari pembahasan mengenai alternatif rekomendasi diatas, maka dengan

menggunakan Grid Analysis, peneliti menyampaikan rekomendasi evaluasi untuk
meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan potensial perdesaan dalam rangka
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pemberdayaan perempuan di dua wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara dengan
melihat beberapa aspek permasalahan di lapangan yang sudah diidentifikasi dengan
menggunakan Teorinya Dunn (1999) yaitu : Aspek Keterlibatan Antar Pihak yang
Tidak Efektif, Aspek Sumber Daya yang Tidak Efisien, Aspek Hasil Pelaksanaan
Pelatihan yang Tidak Efektif dan Responsif di Kabupaten Lombok Utara, Aspek
Hasil Pendampingan yang Tidak Efektif di Kabupaten Lombok Utara, Aspek
Monitoring dan Evaluasi yang Tidak Efektif. Berdasarkan masalah tersebut diatas
peneliti merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan untuk Evaluasi Kebijakan
Kepemimpina Perempuan Perdesaan yaitu :

1. Kementerian PP dan PA membentuk “Tim Manajemen Kolaborasi”, merupakan
sistem mekanisme forum/ dialog tim Kerjasama formal yang bersifat regular/ berkala
antar pihak melibatkan unsur pemerintah pusat maupun daerah, organisasi
perempuan, pakar, praktisi, akademisi, sektor swasta, organisasi international;

2. Kementerian PP dan PA membuat Model Pemberdayaan Perempuan di kalangan
akar rumput di seluruh Indonesia, seperti: Sekolah Perempuan yang memiliki
pengalaman dalam melatih peserta akar rumput dengan karakteristik yang serupa

3. Kementerian PP dan PA membangun mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang
berkala dan terus-menerus selama program berjalan, hal ini memungkinkan
pengukuran dampak jangka panjang dari program dan identifikasi perubahan yang
perlu dilakukan selama pelaksanaan program.

Tabel 2. Grid Analysis dengan Tiga Kriteria Evaluasi (Skala 1-5)

. .. Efficienc: Effectivit Resposivness

No Alternatif Kebijakan (30%) y (40%) y ?30%) Total
1 | Kebijakan Membuat Tim Manajemen 12 2 1 492

Kolaborasi ' '
2 | Kebijakan Membuat Model Pemberdayaan

Perempuan 15 1,6 0,8 39
3 | Kebijakan Membangun Mekanisme

Mon{toring dan Evaglluasi 12 16 1 38

Dari pembobotan pada kriteria pemilihan alternatif kebijakan di atas, terlihat bahwa
kebijakan membuat Tim Manajaemen Kolaboratif menduduki peringkat paling tinggi
dengan nilai total 4,2. Itu berarti hampir semua kriteria evaluasi dapat dipenuhi oleh
alternatif kebijakan ini.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang diuraikan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi
kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan yang paling tepat diterapkan di
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Alternatif
Kebijakan Tim Manajemen Kolaborasi. Alternatif Kebijakan ini menekankan pada
konsep kolaborasi antar pihak yang dapar bekerjasama secara efektif dalam konteks
formal dan bersifar regular. Pihak melibatkan unsur pemerintah pusat maupun daerah,
organisasi perempuan, pakar, praktisi, akademisi, sektor swasta, organisasi international.
Wadah ini untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai pihak dapat
melakukan koordinasi, komunikasi, kolaborasi antar pihak. Sistem ini dapat mencakup,
misalnya pengaturan jadwal pertemuan, sharing dokumen, pemantauan program,
pelaporan kemajuan, pelatihan/ workshop utk anggota tim, membuat strategi peningkatan
fleksibilitas anggaran, membentuk mekanisme perubahan anggaran, neningkatkan dan
mencari alokasi sumber pendanaan tambahan, serta wadah tersebut dapat digunakan
untuk memantu masalah-masalah di lapangan seperti bagaimana memeberikan
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pendekatan khusus kepada wilayah/ peserta yang dinilai kurang, serta wadah ini dapat
digperankan sebagai sarana kampanye, edukasi, promosi utk pasangan dan tokok-tokoh
agama, adat dan masyarakat setempat. Sistem ini dapat membantu dalam manajemen
resiko, pengambilan keputusan, dan pematauan capaian tujuan.
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